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ABSTRAK 
Sektor konstruksi kini mengalami peningkatan pertumbuhan kerja yang pesat dan 
mampu menciptakan lapangan pekerjaan baru dalam setiap proyeknya. 
Manajemen risiko digunakan sebagai dasar untuk menentukan program 
pengendalian risiko. Meningkatkan efektivitas perlindungan K3 dan menciptakan 
tempat kerja yang aman, nyaman, dan efisien adalah tujuan penerapan SMK3. 
PT.X adalah salah satu perusahan fabrikasi (konstruksi) yang memproduksi 
anjungan lepas pantai yang beroperasi pada lahan reklamasi pantai. Paparan 
panas, sinar matahari, dan debu merupakan bahaya dari lingkungan kerja di area 
terbuka yang harus diperhatikan. Tujuan penelitian ini yaitu menggambarkan 
manajemen pengendalian risiko paparan lingkungan kerja di area terbuka yaitu 
iklim kerja panas, sinar matahari, dan debu dalampencegahan penyakit akibat 
kerja. Jenis penelitian yaitu dekskriptif kualitatif. Sumber data diperoleh melalui 
wawancara mendalam, observasi,dan studi dokumen. Jumlah informan utama 
sebanyak 4 orang dan informan triangulasi sebanyak 8 orang. Analisis 
manajemen pengendalian risiko ditinjau dari aspek penilaian risiko kesehatan 
dinilai kurang efektif karena tidak ada penilaian risiko paparan lingkungan kerja di 
area terbuka; surveilans kesehatan dinilai kurang efektif karena tidak ada 
pemeriksaan kesehatan berkala; pencatatan kesehatan kerja dinilai efektif; 
evaluasi lingkungan kerja dinilai kurang efektif karena tidak ada pengukuran iklim 
kerja panas dan SOP pengukuran; dan pengendalian yang digunakan dinilai 
efektif. Namun, hasil tersebut tidak dapat dikaitkan dengan penyakit akibat kerja 
karena di PT.X tidak ada penyakit yang terbukti sebagai PAK dan data 
kecenderungan penyakit. Sebaiknya antara manajemen perusahaan dengan 
departemen HSE terjalin komunikasi yang baik mengenai pemenuhan peraturan 
di Indonesia, pembuatan dokumen HIRA dan HRA, dan program pengendalian 
risiko.  
Kata kunci : Manajemen Pengendalian Risiko, Paparan Lingkungan Kerja, 
Penyakit Akibat Kerja 
 
 
PENDAHULUAN 
Sektor konstruksi kini mengalami 
peningkatan pertumbuhan kerja yang 
pesat dan mampu menciptakan 
lapangan pekerjaan baru dalam setiap 
proyeknya. Pada Agustus 2015, 
sektor konstruksi mempekerjakan 8,2 
juta orang dan merupakan kinerja 
terkuat dan stabil selama lebih dari 
satu dekade terakhir.1,2Kualitas SDM 
sektor konstruksi mengikuti kemajuan 
teknologi dan ilmu pengetahuan. 
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Peningkatan jumlah pekerja tetap 
yang diserap sektor konstruksi diikuti 
oleh tingkat pertumbuhan karyawan 
yang lulus pendidikan tinggi yang lebih 
kecil dibandingkan yang 
berpendidikan dasar dan menengah.3 
Sebagian besar tingkat pendidikan 
pekerja yaitu lulusan sekolah dasar.4 
Sebagian besar dari pekerja berstatus 
tenaga kerja harian lepas yang tidak 
memiliki ikatan kerja formal dengan 
perusahaan. Adapula pekerja 
berstatus kontrak dalam kurun waktu 
singkat. Hal ini dianggap mempersulit 
penanganan masalah K3 yang biasa 
dilakukan dengan metode pelatihan 
serta penjaminan kesehatan yang 
diterapkan pada perusahaan 
konstruksi. Sektor jasa konstruksi 
adalah salah satu sektor yang paling 
berisiko terhadap kecelakaan kerja, 
disamping sektor utama lainnya.5 
Peran manajemen sangat berarti 
dalam pencegahan kecelakaan 
maupun penyakit akibat 
kerja.6Manajemen risiko merupakan 
metode untuk membangun konteks, 
identifikasi, analisis, evaluasi, 
pengendalian, pemantauan, dan 
mengkomunikasikan risiko yang 
terkait dengan aktivitas pekerjaan, 
fungsi, atau proses dengan cara yang 
memungkinkan organisasi untuk 
meminimalkan kerugian dan 
memaksimalkan peluang yang ada.7 
Dalam aspek K3, manajemen risiko 
digunakan sebagai dasar untuk 
menentukan program pengendalian 
risiko, contohnya yaitu pembuatan 
dokumen Hazard Identification and 
Risk Assessment (HIRA). 
Pengendalian yang tepat dari faktor 
risiko dari pekerjaan maupun 
lingkungan kerja sangat penting 
karena akan berdampak terhadap 
kesehatan para pekerja. Oleh sebab 
itu, manajemen risiko dan manajemen 
K3 tidak dapat dipisahkan dan 
merupakan landasan utama dalam 
penerapan SMK3 di perusahaan.8 
Salah satu tujuan penerapan 
SMK3 adalah untuk meningkatkan 
efektivitas perlindungan K3 dan 
menciptakan tempat kerja yang aman, 
nyaman, dan efisien. Pengurus wajib 
melakukan pengukuran faktor fisika 
dan faktor kimia di tempat kerja dan 
perlu memutakhirkan data pengukuran 
faktor fisika dan faktor kimia di tempat 
kerja.9 Selain itu juga memberikan 
pelayanan kesehatan kerja dengan 
salah satu tugas pokoknya yaitu 
pembinaan dan pengawasan 
lingkungan kerja dan memberikan 
laporan berkala pelayanan kesehatan 
kerja pada pengurus.10 
PT.X adalah salah satu 
perusahan kontraktor fabrikasi 
(konstruksi) yang memproduksi 
anjungan lepas pantai yang 
beroperasi pada lahan reklamasi 
pantai. Area kerja di PT.X dibagi 
menjadi 3 bagian, yaitu area terbuka 
(yard), area semi tertutup didalam 
yard(workshop), dan bangunan 
perkantoran (office). Potensi bahaya 
di area terbuka di PT.X dapat berasal 
dari proses kerja dan lingkungan kerja 
yaitu iklim kerja panas, sinar matahari, 
dan debu yang dapat berasal dari 
tanah maupun dari proses pekerjaan 
yang dilakukan. 
Berdasarkan hasil survey 
pendahuluan, pada dokumen laporan 
kesehatan kerja di PT.X ada suatu 
keganjilan dimana setiap bulannya 
selalu ada pekerja yang terkena 
dermatitis, common flu yang bisa 
dikategorikan sebagai ISPA, dan 
kelelahan dengan jumlah 1-5 orang 
setiap bulannya. Laporan kesehatan 
kerja ini dibuat berdasarkan pekerja 
yang melaporkan penyakitnya ke klinik 
perusahaan, sehingga pekerja yang 
berobat di luar klinik perusahaan tidak 
dimasukkan kedalam data laporan 
penyakit. Pada format pelaporan 
diagnosis penyakit akibat kerja 
diperlukan data pendukung terkait 
hasil pemeriksaan lingkungan kerja 
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dan cara kerja yang dapat 
mempengaruhi kejadian 
PAKuntukmelengkapidata lainnya 
seperti hasil pemeriksaan mental, 
fisik, laboratorium, dan sebagainya 
dalam laporan PAK.11 
PT.X mewajibkan seluruh pekerja 
yang memasuki lapangan baik yang 
bekerja di workshop ataupun di area 
terbuka untuk selalu menggunakan 
Alat Pelindung Diri (APD) yaitu helm 
pengaman, kacamata pengaman, 
sepatu pengaman, serta 
menggunakan baju lengan panjang 
dan celana panjang. Seharusnya 
penggunaan APD ini tidak bisa 
disamakan pada semua bagian 
pekerjaan dan area kerja. Contohnya 
dalam penggunaan kacamata bening 
yang disamaratakan bagi seluruh 
pekerja, dengan area kerja dan 
lingkungan yang berbeda dimana 
pekerja yang bekerja di area terbuka 
terpapar sinar matahari langsung. 
 
Rumusan Masalah 
PT.X menerapkan kewajiban 
penggunaan APD yang sama bagi 
seluruh bekerja. Pengendalian ini 
dapat dianggap tidak sesuai karena 
tidak spesifik sasaran penggunaannya 
serta bahaya yang ditimbulkan dari 
paparan lingkungan kerja di area 
terbuka. Penilaian risiko di PT.X pun 
terfokus pada pekerjaan yang 
dilakukan dan belum memperhatikan 
secara khusus kondisi lingkungan 
kerja dan risiko gangguan kesehatan 
atau PAK yang mugkin terjadi. PT.X 
tidak melakukan pengukuran iklim 
kerja dan pengukuran debu kimia di 
lapangan. Metode pencatatan 
penyakit yanghanya didasarkan pada 
kunjungan pekerja ke klinik 
perusahaan, sehingga pekerja yang 
melakukan pemeriksaan di pelayanan 
kesehatan sesuai rujukan dalam BPJS 
ketika menderita suatu penyakit, 
penyakit tersebut tidak termasuk 
kedalam laporan penyakit di 
perusahaan. Oleh sebab itu, peneliti 
ingin memberikan gambaran 
manajemen pengendalian risiko 
paparan lingkungan kerja di area 
terbuka dalam pencegahan penyakit 
akibat kerja pada PT.X. 
TujuanPenelitian 
1. Mendeskripsikan penilaian risiko 
kesehatan di PT.X. 
2. Mendeskripsikan pengendalian 
yang digunakan di PT.X. 
3. Mendeskripsikan evaluasi 
lingkungan kerja di PT.X. 
4. Mendeskripsikan surveilans 
kesehatan kerja di PT.X. 
5. Mendeskripsikan pencatatan 
kesehatan kerja di PT.X. 
6. Menganalisis data penyakit yang 
berkaitan dengan paparan 
lingkungan kerja di area terbuka 
pada PT.X. 
 
Manfaat Penelitian 
1. Bagi Penelitimerupakan 
penerapan dan praktik dari materi 
selama perkuliahan khususnya 
mengenai K3. 
2. Bagi Perusahaan diharapkan 
dapat menjadi dasar dalam 
menentukan pengendalian risiko 
yang dapat meminimalisir 
paparan, pembuatan prosedur 
kerja, ataupun program terkait 
kesehatan kerja. 
3. Bagi Fakultas Kesehatan 
Masyarakatdapat menambah studi 
kepustakaan dan referensi 
keilmuan. 
4. Bagi Pembaca dapat digunakan 
sebagai acuan atau referensi 
untuk melakukan penelitian 
selanjutnya.  
 
Metode Penelitian 
Jenis penelitian yang dilakukan 
yaitu penelitian deskriptif untuk 
menggambarkan secara menyeluruh 
dan terinci disertai kajian atau 
investigasi. Desain penelitian ini 
merupakan studi secara kualitatif 
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dengan pendekatan studi kasus untuk 
mengekplorasi suatu masalah dengan 
batasan waktu, tempat, dan kasus 
yang diteliti. Teknik pengambilan data 
yaitu dengan cara wawancara 
mendalam, observasi, 
danstudidokumen.Sampel penelitian 
ini diambil dengan teknik purposive 
sampling yaitu teknik memilih 
responden berdasarkan kapasitas 
responden agar dapat mewakili studi 
kasus yang diteliti, serta memberikan 
informasi dan menjawab pertanyaan 
penelitian.12Subyek penelitian ini 
terdiri dari informan utama untuk 
memperoleh data dan informan 
triangulasi sebagai pembanding. Pada 
penelitian ini, triangulasi sumber 
dilakukan dengan cara: 
1. Melakukan konfirmasi dan 
verifikasi hasil wawancara dengan 
informan utama kepada informan 
triangulasi. 
2. Melakukan cross check hasil 
wawancara dan observasi dengan 
dokumen tertulis yang berkaitan 
dengan hasil wawancara. 
 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
Analisis Penilaian Risiko Kesehatan 
Impelementasi dari instrumen 
identifikasi bahaya, penilaian risiko, 
dan tindakan pengendalian di PT.X 
sudah berjalan. Pembuatan dokumen 
HIRA dilakukan oleh tim yang terdiri 
dari perwakilan departemen HSE, 
supervisor, project manager, dan 
klien.Pembaharuan dokumen ini 
tergantung pada permintaan dari 
klien.HIRA di PT.X berisi seluruh 
pekerjaan yang dilakukan oleh pekerja 
di dalam ataupun di luar ruangan, 
identifikasi bahaya, penilaian risiko, 
pengendalian, sisa risiko, dan 
pengendalian tambahan. HRA atau 
nama yang digunakan oleh PT.X 
adalah Industrial Hygiene and Health 
Risk Assessment, berisi pekerjaan, 
identifikasi bahaya dan dampaknya, 
penilaian risiko, pengendalian risiko, 
dan pemeriksaan lanjutan. Mengenai 
hazarddanrisikopaparanlingkungan 
kerja di area terbuka, yaitu iklim kerja 
panas, sinar matahari, dan debu tidak 
dimasukkan kedalam jenis penilaian 
risiko apapun. HIRA dan HRA hanya 
berfokus kepada risiko yang 
diakibatkan oleh suatu pekerjaan saja.  
Hal 
inisudahdiakuisebagaisatukesalahanol
ehCorporate HSE 
Managerlalumenunjukkan HIRA milik 
perusahaan lain. Aspek pekerjaan 
memang lebih dominan dan tidak ada 
kolom khusus untuk identifikasi 
bahaya dari lingkungan kerja. Namun, 
pada kolom terakhir HIRA tersebut 
tercantum “ALL POTENTIAL 
HAZARD”, yang bermakna seluruh 
bahaya yang memiliki potensi akan 
muncul, maka pengendalian yang 
sudah dilakukan untuk tahap kerja 
sebelumnya akan secara otomatis 
meminimalisir risiko. Sedangkan 
dalam HIRA di PT.X tidak disebutkan 
mengenai hal ini.  
Peneliti mengobservasi iklim 
kerja di area terbuka ketika 
pengukuran swapantau udara sedang 
dilakukan. Rentang suhu di area 
terbuka pada saat  itu adalah 33,8°C 
sampai dengan 39,2°C atau setara 
dengan 95°F sampaidengan 102,5°F 
dengan kelembaban 45% sampai 
dengan 66%. Sebagai pembanding 
peneliti menggunakan standar OSHA 
Heat Index yang merujuk pada 
National Oceanic and Atmospheric 
Administration (NOAA) Heat Index 
dengan hasil yaituextreme caution – 
danger atau butuh peringatan kondisi 
ekstrim dan berbahaya.13Berdasarkan 
hasil wawancara, risiko paparan 
lingkungan kerja di area terbuka 
termasuk kedalam risiko sedang. Hal 
ini serupa dengan hasil penelitian di 
lingkungan kerja pemecah batu 
merupakan area kerja yang terbuka, 
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panas, dan berdebu mempunyai 
tingkat risiko sedang.14 
Analisis Pengendalian yang 
Dilakukan 
Kesesuaian antara pengendalian yang 
dilakukan dengan rencana 
pengendalian yang sudah dibuat 
didalam HIRA dan prosedur dilakukan 
monitoring menggunakan Safety 
Hazard Observation Card (SHO 
Card). Secara administratif, 
pengendalian yang digunakan yaitu 
menyediakan air minum dan shelter di 
lapangan sebagai tempat istirahat 
sementara bagi pekerja di lapangan 
sudah dilakukan oleh PT.X. Shelter 
didalam yard dibuat untuk 
menghindari pekerja yang merokok 
dan beristirahat di area kerja. 
Berdasarkan hasil observasi, ada 5 
buah shelter di lapangan yang sudah 
tersedia air minum dan eyewash. 
Sistem kerja dalam kelompok yang 
memungkinkan pekerja saling 
membantu dan pemberian waktu 
istirahat di tengah pekerjaan pun 
dilakukan oleh supervisor di lapangan. 
Penyiraman akan dilakukan apabila 
ada informasi bahwa kondisi lapangan 
berdebu. Penyiraman ini termasuk 
kedalam prosedur Environmental 
Management Plan untuk 
mengendalikan pencemaran udara. 
PT.X memiliki komitmen untuk 
melindungi pekerja dengan 
menyediakan APD yang wajib dipakai 
oleh seluruh pekerja di lapangan. 
Penggunaan masker pada pekerja 
sudah berjalan, meskipun tidak 
terdistribusi secara merata karena 
pekerja sudah memiliki masker sendiri 
yang dibeli dari luar. Penggunaan 
kacamata pengaman untuk pekerjaan 
khusus sudah diaplikasikan. 
Contohnya rigger memiliki 2 jenis 
kacamata pengaman yaitu bening dan 
hitam.  
Namun berdasarkan hasil 
wawancara dan observasi, banyak 
pekerja yang menggunakan kacamata 
pengaman yang tidak sesuai dengan 
standar ANSI Z.871 yang dibeli sendiri 
dan dibawa masuk ke lapangan 
didalam saku celananya sehingga 
lolos dari pantauan security di pintu 
gerbang. Hal ini dapat disebabkan 
peraturan dan kebijakan perusahaan 
yang mewajibkan penggunaan 
kacamata bening dan harus 
menyertakan surat keterangan dari 
dokter jika ingin memakai kacamata 
hitam di lapangan. Penggunaan baju 
lengan panjang sudah berjalan 
meskipun tidak diketahui kebersihan 
dari baju yang dipakai pekerja ketika 
bekerja. Sesuai dengan klausul 1.3.1 
bahwa diperlukan dokumentasi hasil 
tinjauan ulang penerapan SMK3 
dengan agenda evaluasi kebijakan, 
klausul 1.3.2 untuk memasukkan 
pembahasan evaluasi tersebut 
kedalam agenda resmi dalam 
pertemuan P2K3, dan klausul 1.3.3 
untuk menentukan jadwal tinjauan 
ulang setiap tahunnya. 
Berdasarkan penjelasan 
tersebut, maka pengendalian yang 
dilakukan di PT.X sudah efektifuntuk 
mengatasi paparan iklim kerja panas, 
sinar matahari, dan debu, meskipun 
tujuan dari penyediaan APD adalah 
pemenuhan kewajiban perusahaan 
dan perlindungan terhadap risiko dari 
pekerjaan yang sudah diidentifikasi 
didalam dokumen HIRA.  
 
Analisis Surveilans Kesehatan 
Pemeriksaan kesehatan sebelum 
bekerja sudah dilakukan di PT.X 
sebagai syarat diterimanya seorang 
pekerja. Elemen dasar yang diperiksa 
dalam pemeriksaan kesehatan 
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sebelum bekerja, berkala, dan khusus 
sudah disebutkan didalam prosedur. 
Pelaksanaan elemen yang diperiksa 
disesuaikan dengan persetujuan 
bersama klien. Pembiayaan 
ditanggung oleh perusahaan dengan 
menggunakan jasa pihak ketiga. 
Pemeriksaan kesehatan secara 
berkala tidak dilaksanakan di PT.X. 
Hal ini tidak sesuai dengan Peraturan 
Menteri Tenaga Kerja dan 
Transmigrasi Nomor 
PER.02/MEN/1980 tentang 
Pemeriksaan Kesehatan Tenaga 
Kerja dalam Penyelenggaraan 
Keselamatan Kerja maupun dalam 
prosedur di PT.X. Berdasarkan hasil 
wawancara, hal ini dapat dikarenakan 
alokasi dana untuk pemeriksaan 
kesehatan berkala tidak ada di PT.X 
dan kesepakatan dengan klien 
perusahaan. Adapula pekerja yang 
memiliki status kontrak dengan jangka 
waktu minimal tiga bulan. Sehingga, 
tidak bisa dilakukan pemeriksaan 
kesehatan berkala untuk pekerja 
kontrak. Namun, pegawai tetap pun 
tidak dilakukan pemeriksaan 
kesehatan berkala. Padahal, ada 
sistem reimbursement dimana setiap 
pekerja memiliki dana penggantian 
dari perusahaan. Namun, ada opini 
bahwa pekerja tidak mau 
melakukannya dengan alasan takut 
mengetahui ada penyakit didalam 
tubuhnya. Hal ini sesuai dengan 
ungkapan di beberapa artikel 
kesehatan, bahwa akan ada rasa 
takut pada diri seseorang jika 
mengetahui kondisi kesehatannya 
akibat ketidaksiapan mental untuk 
mengetahui kondisi fisik tubuhnya 
karena merasa sehat.15,16Berdasarkan 
penelitian sebelumnya, factor 
sosialisasi, perilaku, dan sanksi juga 
berpengaruh terhadap pelaksanaan 
pemeriksaan kesehatan berkala.17 
Pemeriksaan kesehatan khusus 
dilakukan bila ada rekomendasi dari 
Hiperkes terkait dengan temuan PAK 
dan terhadap pekerja tertentu.18 
Namun, tidak ada tinjauan langsung 
dari Balai Hiperkes ataupun pegawai 
pengawas K3. Hal ini sejalan dengan 
temuan pada penelitian tentang 
efektivitas pengawasan K3 oleh Dinas 
Sosial dan Tenaga Kerja, bahwa 
kecelakaan di lingkungan kerja 
berkaitan dengan pengawasan yang 
dilakukan oleh pemerintah. Namun 
disisi lain, pelaksanaan pengawasan 
dan sosialisasi sebagai tugas pokok 
dan fungsi juga dilakukan bila ada 
pengaduan atau laporan dari 
perusahaan.19Oleh sebab itu, perlu 
ada komunikasi dan kerjasama antara 
perusahaan dengan Dinas Sosial dan 
Tenaga Kerja setempat.Pemeriksaan 
khusus untuk pekerjaan tertentu 
dilakukan, seperti pada pekerja yang 
menjadi operator pesawat angkat-
angkut, bekerja di ketinggian, satpam, 
dan paramedis. Elemen yang 
diperiksa yaitu tekanan darah dan 
kondisi fisik pekerja secara visual. 
Klinik dapat melakukan pemeriksaan 
dan pengobatan lanjutan sampai 
pekerja sembuh, kecuali operasi.  
Klinik perusahaan di PT.X 
termasuk kedalam pelayanan 
kesehatan kerja tingkat II atau tingkat 
Dasar karena memiliki 1 orang dokter 
dan 2 orang paramedic merangkap 
petugas sanitasi.20Peran dokter dalam 
upaya kegiatan promotif pelayanan 
kesehatan kerja yang belum 
dilaksanakan yaitu pemeliharaan 
tempat kerja, proses kerja, dan 
lingkungan kerja yang sehat. 
Sedangkan kegiatan preventif yang 
belum dilaksanakan yaitu surveilans 
penyakit umum dan monitoring 
lingkungan kerja. Sehingga dapat 
disimpulkan focus dari klinik 
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perusahaan di PT.X yaitu terhadap 
pemeriksaan kesehatan secara klinis 
dan kurang memperhatikan aspek 
epidemiologis. Pembinaan dan 
pengawasan lingkungan kerja sebagai 
salah satu tugas pokok dan fungsi 
pelayanan kesehatan dalam 
Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan 
Transmigrasi Nomor 
PER.03/MEN/1982 tentang Pelayanan 
Kesehatan Tenaga Kerja tidak 
dilakukan oleh klinik perusahaan di 
PT.X. Hal inidikarenakan kurangnya 
personil, terbatasnya alat periksa yang 
bisa dibawa, dan pemeriksaan akan 
lebih optimal jika dilakukan di klinik. 
Berdasarkan penjelasan tersebut, 
maka surveilans kesehatan di PT.X 
kurang efektif. Ada ketidaksesuaian 
antara peraturan pemerintah dan 
pelaksanaannya di perusahaan. 
Analisis Pencatatan Kesehatan 
Kerja 
Pada PT.X pencatatan medis 
hanya dilakukan pada pekerja yang 
berkunjung ke klinik. Jika ada pekerja 
yang berobat ke fasilitas kesehatan 
lainnya maka penyakit yang 
dideritanya tidak akan masuk kedalam 
catatan di klinik. Hal ini dapat 
menyebabkan hilangnya suatu bagian 
kecil dalam rangkaian catatan medis 
pekerja sehingga pengkajian PAK 
juga tidak dapat dilakukan. Hal ini 
sesuai dengan latar belakang 
dilakukannya penelitian mengenai 
alternative teknologi pencatatan 
rekam medis yaitu kelemahan system 
pencatatan rekam medis yang dipakai 
hanya tersimpan dimana pasien 
melakukan pemeriksaan dan 
perawatan medis dan tidak 
dimungkinkan ada pertukaran data 
secara langsung antar pelayanan 
kesahatan yang berbeda.21 
Seharusnya pekerja 
memanfaatkan klinik perusahaan jika 
ingin memeriksakan kesehatan 
dirinya. Jika klinik perusahaan tidak 
mampu, maka akan diberikan rujukan 
oleh dokter perusahaan untuk ke 
Rumah Sakit. Selain itu, ada lembar 
isian atau formulir yang harus diisi 
oleh dokter yang dituju terkait penyakit 
yang diderita oleh pekerja untuk 
dikembalikan lagi ke perusahaan dan 
masuk kedalam catatan medis pekerja 
tersebut. Rekam medis seluruh 
pekerja sudah dimasukkan kedalam 
system intranet yang hanya bisa 
diakses oleh pihak klinik, yaitu Clinic 
Information System. Seluruh data 
mengenai status kesehatan pekerja, 
kunjungan ke klinik, dan pengobatan 
yang dilakukan selalu diupdate 
kedalam sistem data ini.  
Pembuatan laporan kesehatan 
pekerja dilakukan setiap mingguan, 
bulanan, dan tahunan oleh dokter dan 
paramedis. Laporan yang telah dibuat 
dikirimkan kepada pengurus atau 
manajemen perusahaan atas nama 
departemen HSE. Selain itu, dokter 
perusahaan pun mengirimkan laporan 
rutin terkait penyakit yang terjadi 
kepada Kantor Kesehatan Pelabuhan 
dan Puskesmas setempat.  
Analisis Evaluasi Lingkungan Kerja 
Dilihat dari aspek metodologi, 
pengukuranlingkungankerja di area 
terbuka tidak sesuai dengan standar 
OSHA 1910.1020 dimana tidak ada 
prosedur tertulis mengenai tahapan 
pengukuran lingkungan kerja, 
khususnya lingkungan kerja fisik 
seperti iklim kerja panas, sinar 
ultraviolet, dan debu lingkungan.  
Pengukuran iklim kerja panas 
tidak dilakukan oleh PT.X. Hal ini 
disebabkan tidak ada permintaan dari 
klien untuk dilakukan pengukuran iklim 
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kerja. Hal ini juga didukung dengan 
dana yang dikeluarkan oleh klien 
tersebut untuk menjadi anggaran 
departemen HSE.Selainitu, PT.X tidak 
memiliki alat untuk pengukuran iklim 
kerja dikarenakan faktor biaya. 
Disamping itu, untuk melakukan 
pengukuran menggunakan pihak 
ketiga pun dibutuhkan biaya yang 
tidak sedikit.Aklimatisasi pada pekerja 
juga dapat mempengaruhi persepsi 
mengenai besarnya risiko iklim kerja 
panas. Aklimatisasi adalah 
mekanisme adaptasi fisiologis tubuh 
untuk terbiasa terhadap tekanan 
panas, sehingga pekerja dapat lebih 
baik mengatasi kondisi panas di 
tempat kerja.22Petunjuk kerja atau 
SOP yang baku mengenai tahapan 
dan cara analisis dari pengukuran 
lingkungan kerja pun tidakada. Selain 
itu, berdasarkan keterangan dari hasil 
audit SMK3 klausul 7.2.3, didapatkan 
temuan bahwa petugas yang 
melakukan pengukuran belum 
mengikuti sertifikasi, namun sudah 
mendapat pengarahan dari Badan 
Lingkungan Hidup ataupun membaca 
sendiri instruksi manual penggunaan 
alat ukur.  
Pengukuran debu yang diukur 
merupakan debu ambien di udara 
dengan menggunakan indikator 
Peraturan Pemerintah Republik 
Indonesia Nomor 41 tahun 1999 
tentang Pengendalian Pencemaran 
Udara. Pada hasil pengukuran tidak 
ditemukan kandungan yang melebihi 
standar tersebut. Kondisi debu di 
tanah yang dimungkinkan dapat 
terbang dan terhirup karena adanya 
angin ataupun karena dilalui oleh 
kendaraan tidak termasuk kedalam 
pengukuran ini. Padahal, kondisi 
tanah di yard PT.X pada beberapa 
area di lapangan terkena sisa-sisa 
pasir Garnet atau Steel Grit hasil dari 
proses sandblasting dan cat hasil 
mengecat pipa.  
Aspek pengawasan terhadap 
kondisi lingkungan kerja dilakukan 
dengan cara pengukuran lingkungan, 
inspeksi, dan pemantauan langsung 
kondisi di lapangan oleh Safety Officer 
dan safety man.  
Analisis Penyakit Akibat Kerja 
Pengkajian dan diagnosis 
penyakit akibat kerja tidak dapat 
dilakukan di PT.X. Hal ini disebabkan 
elemen yang diperiksa ketika 
pemeriksaan kesehatan atau Medical 
Check Up (MCU) sebelum 
bekerjatidakmenyeluruh. Project 
Manager selaku informan utama 
menyebutkan bahwa dari segi biaya 
perusahaan dinilai akan merugi 
apabila melakukan pemeriksaan 
kesehatan berkala bagi pekerja di 
lapangan yang merupakan pekerja 
kontrak Kembalinya pekerja setelah 
kontrak dengan perusahaan lain 
mempersulit diagnosa PAK, karena 
tidak diketahui penyebabnya berasal 
dari tempat kerja di PT.X atau di 
perusahaan lain. Penyebab yang 
secara tidak langsung mempengaruhi 
kejadian penyakit yang ada di PT.X 
yaitu aspek personal hygienepara 
pekerja proyek dan kebiasaan yang 
dinilai masih kurang baik berdasarkan 
hasil wawancara mendalam dan 
observasi.  
Berdasarkan hasil wawancara 
dengan Manager HRD danProject 
Manager, apabila ada pekerja yang 
komplain karena menderita PAK di 
kemudian hari, pekerja tersebut tidak 
dapat melaporkan PT.X karena dalam 
kontrak kerja sudah dijelaskan batas 
waktu PT.X mengganggap seseorang 
sebagai karyawan. Selain itu, PT.X 
sudah menyediakan APD, sehingga 
tidak ada alasan bahwa PT.X dapat 
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dinyatakan bersalah. Namun, 
sebagaimana disebutkan dalam 
Keputusan Presiden Nomor 22 tahun 
1993 tentang Penyakit yang Timbul 
karena Hubungan Kerja pasal 2 yaitu 
setiap tenaga kerja yang menderita 
penyakit yang timbul karena 
hubungan kerja berhak mendapat 
jaminan kecelakaan kerja baik pada 
saat masih dalam hubungan kerja 
maupun setelah hubungan kerja 
berakhir maksimal 3 tahun dan 
penyakit yang timbul telah dilakukan 
diagnosa oleh dokter yang merawat.23 
Berdasarkan hasil wawancara 
mendalam, jika ada penyakit yang 
mungkin disebabkan oleh pekerjaan 
atau lingkungan kerja namun sembuh 
dalam kurun waktu yang singkat, 
maka tidak akan dimasukkan kedalam 
laporan PAK. Tidak ada pula catatan 
mengenai identifikasi penyebab PAK 
sebagaimana dicantumkan pada 
prosedur di PT.X, sehingga 
penyebabnya hanya bisa disampaikan 
pihak klinik dalam bentuk dugaan 
sementara.  
Sebagian besar penyakit yang 
diderita oleh pekerja di PT.X dari 
tahun ke tahun adalah golongan 
penyakit THT dan syaraf. Namun, 
angka penyakityang tercatat 
merupakan akumulasi setiap 
tahunnya, sehingga tidak dapat 
diinterpretasikan tren suatu penyakit 
mengalami kenaikan atau penurunan. 
Hal ini dikarenakan jumlah tenaga 
kerja setiap bulan tidak 
dicantumkansehingga tren tidak dapat 
dihitung. Seharusnya, klinik 
perusahaan dan departemen Human 
Resource and Development (HRD) 
dapat saling berkoordinasi dan 
bekerjasama, karena HRD memiliki 
data jumlah tenaga kerja per bulan. 
Kurangnya data hasil 
pemeriksaan kesehatan berkala pada 
PT.X menyebabkan dokter 
perusahaan tidak dapat mengkaji 
PAK. Selain itu, integrasi data hasil 
pengukuran hygiene industri di 
lingkungan kerja juga dibutuhkan oleh 
dokter perusahaan. Sehingga, peneliti 
menyimpulkan ada kekurangan 
komunikasi antara environment 
engineer dengan dokter perusahaan.  
KETERBATASAN PENELITIAN 
Peneliti tidak bisa menganalisis 
bagaimanaupayapengendalianrisiko 
paparan lingkungan kerja di area 
terbuka berpengaruh dalam 
pencegahan PAK karena angka 
statistik penyakit di PT.X tidak bias 
dilihat kecenderungannya dan tidak 
ada catatan mengenai penyebab 
penyakit tersebut. 
KESIMPULAN 
Analisis manajemen 
pengendalian risiko ditinjau dari aspek 
penilaian risiko kesehatan dinilai 
kurang efektif karena tidak ada 
penilaian risiko paparan lingkungan 
kerja di area terbuka; surveilans 
kesehatan dinilai kurang efektif karena 
tidak ada pemeriksaan kesehatan 
berkala; pencatatan kesehatan kerja 
dinilai efektif; evaluasi lingkungan 
kerja dinilai kurang efektif karena tidak 
ada pengukuran iklim kerja panas dan 
SOP pengukuran; dan pengendalian 
yang digunakan dinilai efektif. Namun, 
hasil tersebut tidak dapat dikaitkan 
dengan penyakit akibat kerja karena di 
PT.X tidak ada penyakit yang terbukti 
sebagai PAK dan data kecenderungan 
penyakit. 
Saran 
Sebaiknya antara manajemen 
perusahaan dengan departemen HSE 
terjalin komunikasi yang baik 
mengenai pemenuhan peraturan di 
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Indonesia, pembuatan dokumen HIRA 
dan HRA, dan program pengendalian 
risiko. Dokter perusahaan perlu 
mengidentifikasi penyebab penyakit 
melalui pendekatan epidemiologi dan 
menganalisis kecenderungan suatu 
penyakit. Perluintegrasi data antara 
dokter perusahaan dengan 
environment engineer terkait hasil 
pengukuran lingkungan dan HRD 
terkait jumlah tenaga kerja.. 
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